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LAMPIRAN I  :  MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 43/M-DAG/PER/12/2011 TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA 
ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG SARANA 
PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2012 

 
PETUNJUK TEKNIS 

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 
BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2012 

 
 

I. KETENTUAN UMUM 
Dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan 
Tahun 2012 yang dimaksud dengan: 
1. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan, yang 

selanjutnya disebut DAK Bidang Sarana Perdagangan adalah dana 
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan bidang perdagangan yang merupakan urusan daerah dan 
sesuai dengan prioritas nasional. 

2. Pasar Tradisional, yang selanjutnya disebut Pasar adalah pasar 
yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 
termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa 
toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang 
kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha 
skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang 
dagangan melalui tawar menawar. 

3. Sistem Resi Gudang selanjutnya disebut SRG adalah kegiatan yang 
berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan 
penyelesaian transaksi Resi Gudang. 

4. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang 
disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. 

5. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak 
dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh 
umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan 
barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi 
syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri. 

6. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha 
pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, 
yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan 
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barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak 
menerbitkan Resi Gudang. 

7. Gudang Kelas A adalah Gudang Kualitas Terbaik dengan fasilitas 
dan peralatan lengkap. 

8. Jalan Kelas I adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan 
bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 
2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter 
dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton. 

9. Sentra produksi hasil pertanian adalah daerah yang menghasilkan 
komoditi pertanian dengan jumlah produksi di atas jumlah 
produksi rata-rata nasional. 

10. Alternatif pembiayaan adalah pilihan yang dapat diakses oleh para 
petani dan kelompok tani untuk mendapatkan pembiayaan dari 
perbankan dengan mengagunkan Resi Gudang sebagai jaminan. 

11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/pembudidaya 
komoditas pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan 
kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, 
sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan 
mengembangkan usaha anggota.  

12. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, 
metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut 
persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang 
yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal 
kebenaran pengukuran. 

13. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang 
selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 
Legal. 

14. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut 
BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukan ke 
dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus 
merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah 
ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, 
ditawarkan atau dipamerkan. 

15. Ukur Ulang adalah serangkaian kegiatan mengukur, menakar, 
atau menimbang ulang barang-barang non-Barang Dalam Keadaan 
Terbungkus yang telah diukur, ditakar, atau ditimbang dan telah 
diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli. 

16. Pos Ukur Ulang adalah sarana atau tempat untuk melaksanakan 
pengukuran, penakaran, penimbangan ulang terhadap barang-
barang yang telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.  
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17. Sistem Satuan Internasional (SI) adalah satuan ukuran yang 
sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat 
berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi 
Umum untuk Ukuran dan Timbangan. 

18. Pasar Tertib Ukur adalah predikat yang diberikan kepada pasar 
tradisional yang telah memenuhi kriteria pasar tertib ukur yang 
meliputi semua UTTP yang digunakan bertanda tera sah yang 
berlaku, semua pedagang/pengguna UTTP telah mendapatkan 
penjelasan langsung tentang penggunaan UTTP dengan benar dan 
sanksi yang  akan diterima apabila memperdaya penggunaan 
UTTP, pasar dikelola dengan suatu manajemen, manajemen 
pengelola pasar memahami pemakaian UTTP yang benar dan 
melakukan pembinaan kepada pemakai UTTP secara rutin, 
pengelola pasar memiliki data yang valid tentang jumlah, jenis dan 
pemilik UTTP, dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah 
Kabupaten/Kota mempunyai program kerja pembinaan 
penggunaan UTTP di pasar.  

19. Pengamat tera adalah SDM kemetrologian yang bertugas 
melakukan pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan SI. 

20. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut pegawai berhak 
adalah penera yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. 

21. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

22. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi yang 
selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal Provinsi adalah unsur 
pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di daerah provinsi. 

23. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD 
adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang 
mempunyai tugas dan fungsi dibidang perdagangan. 

 
II. KEBIJAKAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN 

1. Kebijakan Umum 
a. Kebijakan DAK  Bidang Sarana Perdagangan secara umum adalah 

diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana 
perdagangan untuk mendukung pasokan dan ketersediaan 
barang (terutama bahan pokok) serta pelaksanaan tertib ukur 
sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan 
mendukung upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah-
daerah pedesaan, tertinggal, terpencil, perbatasan dan daerah 
pemekaran, serta daerah yang minim sarana perdagangannya. 
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b. DAK Bidang Sarana Perdagangan  ditujukan untuk : 
1)   meningkatkan pelayanan di bidang sarana perdagangan, 

khususnya dalam meningkatkan kelancaran arus barang 
kebutuhan pokok sehingga meningkatnya ketersediaan dan 
kestabilan harga bahan pokok bagi seluruh lapisan 
masyarakat di wilayah Indonesia;  

2)   meningkatkan dan mengoptimalkan upaya perlindungan 
konsumen dan tertib ukur dalam rangka melindungi 
kepentingan umum/konsumen dalam hal kebenaran hasil 
pengukuran melalui pengawasan terhadap UTTP, BDKT, serta 
pelayanan tera/tera ulang UTTP; dan 

3)   memberikan alternatif pilihan bagi para petani dan usaha 
mikro, kecil dan menengah di daerah untuk menyimpan 
barang di gudang sampai mendapatkan harga terbaik. 

c. Kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Sarana Perdagangan 
Tahun Anggaran 2012 meliputi (1) Pembangunan dan 
Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar), (2) 
Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya 
dalam kerangka SRG, dan (3) Peningkatan Sarana Metrologi 
Legal. 

d. Gubernur/Bupati/Walikota diberikan kewenangan mengusulkan 
kepada Menteri Perdagangan dalam melakukan perubahan 
pemanfaatan ruang lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana 
Perdagangan sebagai akibat terjadinya bencana alam. 

e. Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah wajib 
menyediakan pembiayaan yang bersumber dari daerah sebagai 
dana pendamping sesuai ketentuan perundangan yang 
diperuntukan bagi biaya operasional, biaya 
pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana perdagangan, 
ketersediaan tenaga pelaksana, serta aspek lainnya sebagai 
akibat pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan.  

 
2. Kebijakan Khusus 

a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan 
(pasar) : 
1)  Diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang memiliki pasar 

tanpa bangunan, kabupaten/kota dengan jumlah desa yang 
tidak memiliki pasar permanen/semi permanen, dan 
kabupaten/kota dengan jumlah persentase pasar yang rusak. 

2)  Lingkup kegiatan meliputi: 
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a) pembangunan baru dalam 1 (satu) lantai utama, di lokasi 
yang baru di atas lahan matang siap bangun dan tidak lagi 
memerlukan pengurugan tanah, dimana sebelumnya telah 
terjadi aktivitas jual beli secara rutin dan/atau regular 
antara pedagang dan konsumen/pembeli, atau 
diistilahkan dengan embrio pasar;  

b) perluasan bangunan pasar, yakni perluasan/penambahan 
bangunan utama pasar berupa los dan/atau kios dalam 1 
(satu) lantai utama, dengan memperluas dan/atau 
menambah kapasitas/daya tampung bangunan utama  
pasar sebagai akibat dari peningkatan aktivitas 
perdagangan di dalam pasar; dan 

c) renovasi bangunan utama pasar berupa los dan/atau kios 
yang sudah ada. 

b. Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya 
dalam Kerangka SRG. 
1)  Diprioritaskan kepada Kabupaten/Kota dengan produksi 

komoditi padi, jagung, kopi, kakao, lada, karet dan rumput 
laut yang melebihi jumlah minimal yang ditetapkan pada 
kriteria teknis dan bersedia menyediakan lahan dan akses 
menuju gudang. 

2)  Pemanfaatan meliputi pembangunan gudang flat, 
pembangunan sarana penunjang dan penyediaan peralatan 
gudang. 

c. Peningkatan Sarana Metrologi Legal 
1)   Diprioritaskan kepada Kabupaten/Kota yang memiliki indeks 

teknis tertinggi, dimana semakin tinggi mencerminkan tingkat 
kebutuhan yang semakin tinggi akan fasilitasi peningkatan 
sarana Metrologi Legal berupa unit pengawasan berjalan 
tera/tera ulang UTTP dan Pos Ukur Ulang. 

2)   Pos ukur ulang diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang 
memiliki pasar yang telah memperoleh predikat Pasar Tertib 
Ukur dan pasar yang merupakan pasar percontohan 
Kementerian Perdagangan. 

 
III. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN 

1. Pengalokasian 
Pengalokasian DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 
2012, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu : 
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a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK 
Penentuan kelayakan daerah penerima DAK Bidang Sarana 
Perdagangan menggunakan Indeks Fiskal Wilayah (IFW) dengan 
bobot 50% dan Indeks Teknis (IT) dengan bobot 50%. 

b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah 
1) Penentuan besaran alokasi daerah penerima DAK 

menggunakan IFW dengan bobot 20% dan IT dengan bobot 
80%. 

2) IFW ditentukan berdasarkan Kriteria Umum dan Kriteria 
Khusus yang merupakan kewenangan dari Kementerian 
Keuangan, sedangkan IT ditentukan berdasarkan data dan 
indeks teknis yang merupakan kewenangan Kementerian 
Perdagangan. 

3) Usulan ruang lingkup kegiatan dan besaran alokasi DAK 
kemudian dibahas dan diputuskan bersama antara 
Pemerintah dengan Panitia Kerja Transfer ke Daerah DPR R.I. 

4) Mekanisme pengalokasian DAK berpedoman pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan. 

Indek Teknis (IT) diperoleh melalui penghitungan data teknis 
tertentu, yaitu berasal dari Kriteria Teknis sebagai berikut :  
a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi 

Perdagangan (pasar) 
1)   Kabupaten/Kota yang memiliki pasar tanpa bangunan. 
2)   Kabupaten/Kota dengan jumlah desa yang tidak memiliki 

pasar permanen/semi permanen pada jarak kurang dari 3 
Kilometer. 

3)   Kabupaten/Kota dengan persentase jumlah pasar yang rusak, 
dengan ketentuan bahwa untuk Wilayah Indonesia Bagian 
Barat > 40% dan Wilayah Indonesia Bagian Timur > 40%. 

4)   Kabupaten/Kota, di luar kabupaten tertinggal dan kawasan 
perbatasan, yang telah menerima DAK Bidang Sarana 
Perdagangan, sub bidang Pembangunan dan Pengembangan 
Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar) selama 2 tahun 
terakhir berturut – turut, tidak diprioritaskan untuk 
memperoleh DAK Bidang Sarana Perdagangan, sub bidang 
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi 
Perdagangan (pasar). 
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b. Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya 
dalam Kerangka SRG 
1) Kabupaten/Kota yang belum memiliki Gudang Komoditi 

Pangan permanen sesuai SNI 7331:2007 tentang Gudang 
Untuk Komoditi Pertanian. 

2) Kabupaten/Kota yang belum memiliki gudang komoditi 
pangan pada radius ≤ 5 km dari daerah sentra produksi hasil 
pertanian. 

3) Kabupaten/Kota yang terdapat kelompok tani dan pelaku 
usaha komoditas pertanian di wilayah pembangunan gudang. 

4) Kabupaten/Kota dengan produksi komoditi primer (padi, 
jagung, lada, kakao, rumput laut, karet, kopi) minimal 
sebesar: 
a) Komoditi Padi > 300.000 ton 
b) Komoditi Jagung > 150.000 ton 
c) Komoditi Kopi > 5.000 ton  
d) Komoditi Kakao > 10.000 ton  
e) Komoditi Lada > 15.000 ton  
f) Komoditi Karet > 250.000 ton  
g) Komoditi Rumput Laut > 100.000 ton  
Catatan: 
Perlakuan pada data teknis sub bidang Pembangunan 
Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam 
Kerangka SRG dibatasi oleh adanya kesiapan lahan di 
Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

c. Peningkatan Sarana Metrologi Legal 
1) Pengadaan Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP 

a) Kabupaten/Kota yang memiliki Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) yang diserahi tugas dan tanggungjawab di 
bidang perdagangan yang memiliki tugas dan fungsi di 
bidang metrologi legal dalam bentuk Unit Kerja atau UPTD. 

b) Kabupaten/kota yang minimal 60% dari potensi UTTP 
(khususnya timbangan di Pasar dan pompa ukur BBM di 
SPBU) di wilayahnya belum dapat ditangani untuk 
ditera/ditera ulang oleh UPTD Metrologi Legal Provinsi. 

c) Kabupaten/kota yang wilayah geografinya untuk dapat 
dijangkau oleh UPTD Metrologi Legal Provinsi 
membutuhkan biaya yang besar (misal daerah kepulauan, 
daerah terpencil, dll). 
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d) Kabupaten/kota yang tidak termasuk daerah yang 
menerima DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi 
Legal tahun 2011. 

2) Pengadaan Pos Ukur Ulang di Pasar 
a) Kabupaten/kota yang merupakan lokasi pengembangan 

pasar percontohan Kementerian Perdagangan. 
b) Kabupaten/kota memiliki pasar tradisional yang telah 

mendapat predikat Pasar Tertib Ukur. 
c) Kabupaten/kota yang memiliki pasar tradisional yang 

telah menyediakan ruangan untuk pos ukur ulang. 
d) Kabupaten/kota yang tidak termasuk daerah yang 

menerima DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi 
Legal tahun 2011. 

Catatan : 
i. Prioritas pada Kabupaten/Kota yang memiliki indeks 

teknis 40 tertinggi. Semakin tinggi Indeks teknis 
mencerminkan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi 
akan fasilitasi peningkatan sarana Metrologi Legal. 

ii. Alokasi minimum DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana 
Metrologi Legal  Tahun 2012 yang diusulkan : 1) Unit 
pengawasan berjalan tera/tera ulang UTTP sebesar Rp. 
700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); 2) Pos Ukur 
Ulang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 
rupiah). 

2. Penyaluran 
Penyaluran DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum 
Negara (Pemerintah Pusat cq. Kementerian Keuangan ke Rekening 
Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota) yang diatur melalui Peraturan 
Menteri Keuangan dan ketentuan perundangan yang berlaku 
lainnya. 
 

IV. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS DAK BIDANG SARANA 
PERDAGANGAN 
1. Perencanaan 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004, Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
(Provinsi/Kabupaten/Kota) harus saling berkoordinasi dalam 
penyusunan kegiatannya. SKPD yang menerima DAK Bidang 
Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 dalam menyusun 
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perencanaan kegiatan dan monitoring dalam APBD Kabupaten/Kota 
agar berkoordinasi dengan SKPD Provinsi yang membidangi 
Perdagangan.  
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun mengacu kepada 
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan 
Tahun Anggaran 2012. 
Rencana Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 
Anggaran 2012 disusun sesuai dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 1.1 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini. 
Rencana Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 
Anggaran 2012 dan salinan RKA dikirimkan kepada: 
a. Kepala SKPD Provinsi yang membidangi Perdagangan sebagai 

langkah awal koordinasi. 
b. Menteri Perdagangan cq. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Perdagangan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan 
evaluasi. 

2. Pelaksanaan Teknis 
a. Pelaksanaan 

Pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 
2012 harus mengacu pada Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana 
Perdagangan Tahun 2012.  

b. Revisi  
Perubahan menu dari alokasi DAK antar Sub Bidang (sub bidang 
pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan 
(pasar), sub bidang pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan 
penunjangnya dalam kerangka SRG, dan sub bidang peningkatan 
sarana metrologi legal), hanya dapat dilakukan apabila di daerah 
tersebut terjadi kondisi force majeur. 
Mekanisme pengajuan revisi DAK Bidang Sarana Perdagangan 
Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
1.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk 
Teknis ini. 
 

V. PENGGUNAAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN  
1. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi 

Perdagangan (Pasar) 
Pasar yang akan dibangun hendaknya memperhatikan kaidah-
kaidah “pasar bersih, aman dan nyaman, segar & ramah”, yakni 
Pasar dengan ciri antara lain : 
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• Bersih, artinya tersedianya lingkungan pasar yang bersih, yang 
dapat ditunjukkan dari tidak adanya sampah yang berserakan; 

• Aman dan Nyaman, berarti semua penghuni pasar baik pedagang 
maupun pembeli merasa aman dan nyaman  dalam melakukan 
transaksi jual beli, bebas dari premanisme, pencopetan, serta 
lingkungan pasar yang tidak pengap dan bau; 

• Segar, karena produk yang dijual memang merupakan bahan-
bahan yang segar dan berkualitas dengan harga yang bersaing 
bagi masyarakat/konsumen; dan 

• Ramah, karena dalam melakukan transaksi jual beli di pasar, 
interaksi dalam arti melayani dan dilayani terjalin langsung antar 
penjual dan pembeli.  

Untuk mewujudkan kaidah pasar tersebut, petunjuk teknis ini 
memberikan beberapa acuan umum dalam merencanakan kegiatan 
pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan 
berupa pasar yang meliputi: 
Penentuan lokasi. Secara umum menerangkan beberapa acuan 
yang berkaitan dengan lokasi, embrio pasar, Rencana Tata Ruang 
Wilayah, kepadatan penduduk, dan sebagainya.  
Penataan tapak pasar yang baik. Beberapa aspek utama yang 
perlu diperhatikan dalam kegiatan pembangunan/pengembangan 
pasar, yaitu: (1) kebutuhan ruang; (2) sirkulasi udara dan 
pencahayaan. 
Panduan teknis bangunan pasar.  Petunjuk teknis ini memberi 
beberapa acuan yang berkaitan dengan bangunan utama seperti los 
dan/atau kios, serta beberapa persyaratan teknis yang berkaitan 
dengan sarana penunjang pasar.  
a. Batasan dan Karakteristik Pasar  
 Prinsip-prinsip dasar dalam pembangunan dan pengembangan 

sarana distribusi perdagangan (pasar), dimana dalam 
implementasinya, pembangunan dan pengembangan sarana 
distribusi perdagangan (pasar) haruslah memperhatikan budaya 
setempat, topografi wilayah setempat, kondisi sosial ekonomi 
masyarakat dan ketersediaan alokasi anggaran. Oleh karena itu, 
implementasi dari petunjuk teknis ini masih dapat disesuaikan 
dengan kondisi tersebut.  

 Agar petunjuk teknis ini dapat tepat guna dan sesuai dengan 
pencapaian indikator kinerja kegiatan DAK Bidang Sarana 
Perdagangan Tahun Anggaran 2012, maka karakteristik pasar 
yang diharapkan dalam petunjuk teknis ini adalah pasar yang 
memiliki karakteristik sebagai berikut :  
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1) Cakupan wilayah. Pembangunan/pengembangan pasar 
berada dalam wilayah pemukiman yang diutamakan pada 
tingkat kecamatan maupun pedesaan;  

2) Waktu beroperasi secara reguler atau rutin. Pasar yang 
beroperasi secara rutin dan periodik seperti Pasar Mingguan 
dan Pasar Harian. Pasar Kaget tidak termasuk dalam 
petunjuk teknis ini; 

3) Produk yang dipasarkan berupa komoditi bahan pokok. 
Pasar yang utamanya menjual komoditi bahan pokok basah 
seperti sayur mayur, buah, ikan, daging, dan bukan pasar 
yang menjual produk khusus seperti pakaian, obat-obatan, 
perhiasan sebagai komoditi pendukung lainnya; 

4) Kuantitas produk yang dijual secara eceran. Pasar yang 
menjual produk dalam jumlah besar kepada pedagang 
perantara seperti pasar grosir, pasar induk dan pasar 
penunjang tidak termasuk dalam bahasan petunjuk teknis 
ini. 

b. Lingkup Kegiatan 
Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi 
perdagangan (pasar) terdiri dari: 
1)  Pembangunan baru 

Pembangunan baru adalah pembangunan pasar dalam 1 
(satu) lantai utama, di lokasi yang baru di atas lahan matang 
siap bangun dan tidak lagi memerlukan pengurugan tanah, 
dimana sebelumnya telah terjadi aktivitas jual beli secara 
rutin dan/atau regular antara pedagang dan 
konsumen/pembeli, atau lazim disebut dengan embrio pasar. 
Pembangunan baru dilakukan terhadap bagian utama pasar 
yang  berupa los dan/atau kios, papan nama pasar, dan 
sarana penunjang pasar lainnya berupa toilet/MCK, tempat 
pembuangan sampah, sistem drainase, ketersediaan air 
bersih, serta apabila dimungkinkan dapat dilengkapi dengan 
kantor pengelola, tempat parkir, atau sarana ibadah. 
Pembangunan baru didasarkan pada kebutuhan yang sesuai 
dengan perkembangan perekonomian di suatu daerah tertentu 
serta penetapan lokasi yang harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut:  
a) telah ada embrio pasar (aktivitas jual beli); 
b) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang 
Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasinya; 
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c) lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dan tidak dalam keadaan sengketa; 

d) ketersediaan akses jalan yang mudah dilalui; dan 
e) lokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk atau 

pusat kegiatan ekonomi masyarakat. 
2) Perluasan Bangunan Pasar 

Perluasan Bangunan Pasar adalah pembangunan sarana 
utama pasar berupa los dan/atau kios dalam 1 (satu) lantai 
utama, dengan memperluas lokasi pasar sebagai akibat dari 
aktivitas perdagangan dalam pasar yang meningkat. Hal ini 
dilakukan agar mampu menampung lebih banyak pedagang 
dan memberikan kenyamanan kepada pembeli. 
Perluasan pasar dapat dilakukan dengan memperhatikan 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
a) bagian utama bangunan pasar berupa los dan/atau kios 

tidak dapat menampung para pedagang yang ada; 
b) lokasi perluasan pasar merupakan lahan matang, siap 

bangun dan tidak memerlukan pengurugan tanah; 
c) lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan tidak dalam keadaan sengketa; 
d) menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para 

pedagang yang menjalankan aktivitas dilokasi pasar 
tersebut; dan 

e) memberikan prioritas kepada pedagang lama /eksisting 
untuk menempati kembali tempat berdagang pada bagian 
los dan/atau kios yang telah dibangun sebagai dampak 
dari perluasan pasar. 

3)  Renovasi Bangunan Utama Pasar berupa Los dan/atau Kios 
yang   sudah ada 
Renovasi pasar adalah pembangunan pasar dengan 
melakukan perbaikan terhadap bangunan utama pasar seperti 
los atau kios yang sudah tidak layak, tanpa merubah lokasi 
tempat kedudukan bangunan Pasar (pasar berada pada lokasi 
lama) dan tidak adanya perluasan lokasi maupun kapasitas 
daya tampung Pasar. 
Renovasi pasar dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 
menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para 
pedagang yang menjalankan aktivitas di lokasi pasar tersebut 
dan memberikan prioritas kepada pedagang lama /eksisting 
untuk menempati kembali tempat berdagang. 
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Apabila alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 
Anggaran 2012 masih memungkinkan, dapat dilakukan 
renovasi terhadap  sarana penunjang pasar yang tidak 
berfungsi secara optimal seperti toilet/MCK, tempat 
pembuangan sampah, dan sarana ibadah. 

c. Perencanaan Tapak Bangunan Pasar 
Perencanaan tapak pasar hendaknya dapat disesuaikan dengan 
alokasi anggaran dan kondisi lingkungan setempat serta tetap 
memperhatikan kebutuhan ruang, sirkulasi udara dan 
pencahayaan. 
1) Kebutuhan Ruang Pasar 

Dalam penataan tapak pasar, hal pertama yang perlu 
dilakukan adalah mengidentifikasikan kebutuhan ruang dari 
pasar dengan memperhatikan jumlah pelaku pasar (pedagang, 
pembeli, dan pengelola). Ruang yang sebaiknya disediakan 
dalam pasar adalah: bangunan utama los dan/atau kios. 
Apabila kondisi dan alokasi anggaran masih memungkinkan, 
sebaiknya juga dilakukan identifikasi terhadap sarana 
penunjang pasar (toilet/MCK, tempat pembuangan sampah, 
sarana ibadah), dan sarana pendukung lainnya (pos 
keamanan, pos ukur ulang, area  parkir, akses masuk dan 
keluar pasar, dan kantor pengelola pasar) 
Kebutuhan utama ruang dalam pasar dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
a) Kios / Los Pasar, dengan penataan kios yang baik, antara 

lain :  
i. letak kios sebaiknya tidak menutupi arah angin;  
ii. letak kios sebagai pembatas antara jalan umum dan 

area pasar dapat dibuat dua muka; dan 
iii. letak kios yang berbatasan dengan kavling tanah hak 

orang lain sebaiknya  dibuat satu muka. 
b) Papan Nama Pasar 

Pembuatan atau pemasangan papan nama pasar yang 
didanai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana 
Perdagangan sebagaimana contoh tercantum dalam 
Gambar 1, senantiasa berpedoman pada kriteria dan 
ketentuan sebagai berikut : 
i. Setiap unit pasar yang dibangun, harus dibuatkan 

papan nama pasar dengan mencantumkan logo 
Kementerian Perdagangan, nama pasar dan logo 
Pemerintah Daerah setempat. 
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ii. Papan nama pasar tersebut dapat berbentuk: (1) papan 
Nama/ Plank; (2) prasasti; atau (3) gapura. 

iii. Adapun tata desain papan nama pasar dengan 
penjelasan sebagai berikut : 
- Ukuran papan nama, prasasti atau gapura, dibuat 

secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan 
fisik pasar; 

- Ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik 
Indonesia, dibuat secara proporsional dan 
ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama 
pasar; 

- Nama pasar dibuat dan ditempatkan secara simetris 
di bagian atas papan nama. Dibawah tulisan nama 
pasar ditambahkan kalimat “DIBANGUN ATAS 
KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 
DENGAN PEMDA (diisi dengan nama Pemda) 
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG 
SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2012”; 

- Ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat 
secara proporsional dan ditempatkan pada sisi 
sebelah kanan papan nama pasar; dan 

- Papan nama pasar ditempatkan di depan akses 
masuk pasar agar dapat dengan mudah dilihat oleh 
masyarakat. 

N A M A    P A S A R 
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Gambar 1.  Tata Desain Papan Nama Pasar 

c) Sarana Penunjang Pasar  
Penataan sarana penunjang pasar yang baik, meliputi hal-
hal sebagai berikut: 

logo 
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i. Toilet/MCK,  
- Pemisahan toilet laki-laki dan perempuan dengan 

papan penanda identitas (sign board). 
ii. Tempat Penampungan Sampah Sementara dan Tempat 

sampah, 
- Tempat penampungan sampah sementara memiliki 

volume yang dapat menampung seluruh sampah 
pasar per hari. 

iii. Sarana Ibadah / Mushola, 
- Sarana ibadah/Mushola ditempatkan di salah satu 

sudut pasar yang strategis dan apabila 
memungkinkan lokasinya berjauhan dengan 
aktivitas jual beli di pasar. 

2) Sirkulasi Udara dan Pencahayaan 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur tapak pasar 
terkait dengan  sirkulasi udara dan pencahayaan, adalah 
sebagai berikut: 
a) Posisi bangunan kios atau los dalam pasar apabila 

memungkinkan disesuaikan dengan arah mata angin yang 
bertiup sehingga dapat membuat udara di sekitar pasar 
dapat mengalir dengan baik. 

b) Pencahayaan dalam bangunan pasar hendaknya dapat 
mengoptimalkan pemanfaatan intensitas sinar matahari 
sebagai sumber pencahayaan bagi ruang-ruang di pasar. 

c) Aspek pencahayaan selain memperhatikan kenyamanan 
pengunjung sebaiknya juga menghemat energi dengan 
tidak hanya bergantung pada pasokan energi listrik. 

3) Struktur dan Bentuk Bangunan Fisik Pasar  
Dalam desain struktur dan bentuk bangunan pasar, konsep 
desain yang disarankan sebaiknya merupakan konsep pasar 
terbuka. Hal ini dimaksudkan  untuk : 
a) Memudahkan pemeliharaan pasar. 
b) Mendapatkan pencahayaan matahari secara optimal dalam 

pasar. 
c) Memberikan keleluasaan kepada pengunjung karena 

pengunjung akan berada di sisi luar bangunan yang 
langsung bersinggungan dengan udara luar. 

Bangunan los dan/atau kios untuk pasar hendaknya dapat 
memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut: 
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a) Desain sederhana, efisien, memenuhi kebutuhan 
fungsional tetapi tetap mempertimbangkan suatu ciri 
daerah yang dapat dilebur secara bersama-sama dan 
mudah diimplementasikan (dalam pelaksanaan 
pembangunan mudah diterapkan). 

b) Memudahkan pemeliharaan atas bangunan yang akan 
dikembangkan. 

c) Biaya pengembangan pemeliharaan yang dikeluarkan 
sangat efisien dan efektif. 

d) Menggunakan material yang telah mempertimbangkan 
antisipasi bencana kebakaran yang sering terjadi di pasar, 
dan kemudahan perawatan atas bahan yang digunakan. 

2. Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya 
Dalam Kerangka SRG 
a. Lingkup Kegiatan  

Petunjuk teknis ini memuat tata cara pelaksanaan kegiatan 
pembangunan infrastruktur gudang dan fasilitas pergudangan 
dalam rangka implementasi SRG. 
Program pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan 
penunjangnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur fisik 
gudang flat di daerah Kabupaten/Kota sesuai prioritas bidang 
perdagangan, yang terdiri dari:  
1) Pembangunan Gudang Flat,  
2) Pembangunan Sarana Penunjang, dan  
3) Penyediaan Peralatan Gudang. 
Pembangunan gudang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana 
yang didapatkan dan mengacu pada Klasifikasi Ukuran Minimal 
Bangunan dan Prasarana Gudang SRG sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 1.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Petunjuk Teknis ini. 

b.  Persyaratan Umum dan Teknis 
Pembangunan gudang dimaksudkan untuk menyediakan tempat 
yang layak guna menyimpan hasil komoditi pertanian, terutama 
padi, jagung, lada, kakao, rumput laut, karet dan kopi sehingga 
dapat mendorong penyerapan hasil pertanian secara nasional, 
terutama ketika terjadi kelebihan suplai pada saat panen.  
Pembangunan gudang flat mengacu pada SNI 7331:2007 untuk 
Gudang kelas A, dengan persyaratam sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 1.4  yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Petunjuk Teknis ini  meliputi : 
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1) Persyaratan Umum Pembangunan Gudang Flat 
a) Lokasi gudang terletak di daerah sentra produksi. 
b) berada Di dekat atau di pinggir jalan kelas I  
c) di daerah yang aman dari banjir dan longsor. 
d) jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau tempat 
pembuangan sampah/limbah kimia. 

e) di bangun terpisah dengan bangunan lain di sekitarnya  
f) Tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah 

dan bekas pabrik bahan kimia. 
g) Penetapan lokasi gudang yang akan dibangun harus 

memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian 
Perdagangan. 

2) Persyaratan Teknis Pembangunan Gudang Flat 
a) Konstruksi Bangunan meliputi : 

i. Kerangka bangunan gudang harus kokoh guna 
menjaga mutu barang dan keselamatan manusia. 

ii. Atap gudang yang dapat dilengkapi dengan atap 
pencahayaan, terbuat dari bahan yang cukup kuat dan 
tidak bocor. 

iii. Dinding bangunan gudang harus kokoh. 
iv. Lantai gudang terbuat dari beton atau bahan lain yang 

kuat untuk menahan berat barang yang disimpan 
sesuai dengan kapasitas maksimal gudang dan bebas 
dari resapan air tanah. 

v. Talang air terbuat dari bahan yang kuat dan menjamin 
air mengalir dengan lancar. 

vi. Pintu harus terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama 
dan dilengkapi dengan kunci yang kuat, serta 
berkanopi guna menjamin kelancaran pemasukan dan 
pengeluaran barang. 

vii. Ventilasi harus ditutup dengan jaring kawat 
penghalang untuk menghindari gangguan burung, 
tikus dan gangguan lainnya. 

viii. Bangunan gudang mempunyai teritis dengan lebar 
yang memadai sehingga air hujan tidak mengenai 
dinding gudang. 

ix. Bangunan gudang disarankan membujur dari timur ke 
barat, sehingga sedikit mungkin terkena sinar 
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matahari secara langsung. 
b) Fasilitas Gudang 

Gudang harus memiliki sarana penunjang yang meliputi: 
i.   Mesin pengering (dryer) untuk meningkatkan mutu 

komoditi yang akan disimpan di gudang, khusus 
untuk komoditi Padi dan Jagung. 

ii. Instalasi air dan listrik dengan pasokan terjamin 
sehingga menunjang operasional gudang. 

iii. Instalasi hydrant dan alat penangkal petir. 
iv. Kantor atau ruang administrasi yang dilengkapi 

dengan jaringan komunikasi. 
v. Saluran air yang terpelihara sehingga air dapat 

mengalir dengan baik untuk menghindari genangan 
air. 

vi. Sistem keamanan, ruang jaga dan pagar kokoh di 
sekelilingnya. 

vii. Kamar mandi dan WC. 
viii. Halaman atau area parkir dengan luas yang memadai. 
ix. Fasilitas sandar dan bongkar muat yang memadai bagi 

gudang yang berlokasi di dekat atau di pinggir akses 
lain melalui perairan. 

c) Peralatan Gudang 
Gudang harus mempunyai peralatan sebagai berikut: 
i.    Alat timbang yang memiliki tanda tera sah yang berlaku 

untuk mengukur berat barang. 
ii. Palet yang kuat untuk menopang tumpukan barang 

sehingga mutu barang yang disimpan terjaga. 
iii. Higrometer dan termometer untuk mengukur 

kelembaban dan suhu udara dalam gudang. 
iv. Tangga stapel untuk memudahkan penumpukan 

barang di gudang. 
v. Alat pemadam kebakaran yang tidak kadaluarsa 

sebagai alat penanggulangan pertama apabila terjadi 
kebakaran. 

vi. Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 
yang dilengkapi dengan obat dan peralatan 
secukupnya. 

vii. Alat kebersihan agar kebersihan gudang terjaga. 
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3) Papan Nama Gudang 
Pembuatan atau pemasangan papan nama gudang yang 
didanai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana 
Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Gambar 2 
berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut : 
a) Setiap unit gudang yang dibangun, harus dibuatkan papan 

nama gudang dengan mencantumkan Logo Kementerian 
Perdagangan, nama gudang dan Logo Pemda setempat. 

b) Papan nama gudang tersebut dapat berbentuk : papan 
Nama/Plank,  prasasti; atau gapura. 

c) Adapun tata desain papan nama gudang adalah sebagai 
berikut: 
i. Ukuran papan nama, prasasti atau gapura dibuat 

secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan 
fisik gudang. 

ii. Ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik 
Indonesia dibuat secara proporsional dan ditempatkan 
pada sisi sebelah kiri papan nama gudang. 

iii. Nama gudang dibuat dan ditempatkan secara simetris 
bagian atas papan nama. Di bagian bawah nama 
gudang, dituliskan kalimat  “DIBANGUN ATAS 
KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 
DENGAN PEMDA (diisi dengan nama Pemda) MELALUI 
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA 
PERDAGANGAN TAHUN 2012”. 

iv. Ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat 
secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah 
kanan papan nama gudang. 

v. Papan nama gudang ditempatkan di depan akses 
masuk gudang agar dapat dengan mudah dilihat oleh 
masyarakat. 

N A M A    G U D A N G 
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Gambar 2.  Tata Desain Papan Nama Gudang 
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3. Peningkatan Sarana Metrologi legal 
1) Lingkup Kegiatan 

Terdapat dua lingkup kegiatan Peningkatan Sarana Metrologi 
Legal yaitu pengadaan: 1) Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera 
Ulang UTTP, dan       2) Pos Ukur Ulang. 
Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP merupakan 
infrastruktur yang disiapkan untuk mendekatkan dan 
mengoptimalkan pelayanan tera dan tera ulang yang dilakukan 
oleh UPTD Metrologi Legal Provinsi dan kegiatan pengawasan 
kemetrologian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada 
masyarakat dalam hal ini pemilik/pengguna UTTP. Kegiatan ini 
dimaksudkan untuk memastikan bahwa UTTP yang digunakan 
dalam transaksi perdagangan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang metrologi legal. Objek kegiatan 
pelayanan tera dan tera ulang dan kegiatan pengawasan 
kemetrologian tersebut dilakukan terhadap UTTP sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-
DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan 
Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.  
Pos Ukur Ulang merupakan sarana atau tempat untuk 
melaksanakan pengukuran, penakaran, penimbangan ulang 
terhadap barang-barang yang telah diserahterimakan oleh 
penjual kepada pembeli. Pos Ukur Ulang memiliki fungsi sebagai 
tempat: 
1) untuk mencocokan dan mengecek ulang hasil transaksi 

pembelian barang belanjaannya; 
2) untuk memperoleh informasi tentang kemetrologian; dan 
3) untuk memberikan penyuluhan langsung tentang 

kemetrologian.  
Hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan DAK 
Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal adalah sebagai 
berikut: 
1)  Pemanfaatan Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang 

UTTP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a) Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP 

dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan tera/tera ulang 
UTTP oleh Penera/Pegawai Berhak yang berada di UPTD 
Metrologi Legal dan untuk kegiatan pengawasan dan 
penyuluhan kemetrologian oleh Pengamat Tera/PPNS di 
Unit Kerja yang memiliki tupoksi metrologi legal.  
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b) Apabila pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang 
mendapat alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana 
Metrologi Legal belum memiliki UPTD Metrologi Legal 
untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang UTTP atau 
Unit Kerja untuk melakukan pengawasan dan penyuluhan 
kemetrologian, maka pemanfaatan Unit Pengawasan 
Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP dilakukan oleh UPTD 
Metrologi Legal Provinsi atau Unit Kerja Provinsi untuk 
melakukan kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP, 
pengawasan, dan penyuluhan kemetrologian di wilayah 
kerja Provinsi. 

c) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendapat 
alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi 
Legal harus menjaga keberadaan kendaraan dan peralatan 
di dalamnya melalui inventarisasi daftar peralatan secara 
berkala dan tidak dapat dialihfungsikan tanpa adanya 
persetujuan Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal 
Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian 
Perdagangan. 

d) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendapat 
alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi 
Legal harus menyediakan ruangan/tempat yang 
representatif untuk menyimpan peralatan-peralatan dalam 
hal peralatan-peralatan tersebut tidak sedang 
digunakan/dimasukkan ke dalam kendaraan pada saat 
pelaksanaan kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP, 
pengawasan atau penyuluhan kemetrologian. 

e) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendapat 
alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi 
Legal harus melakukan verifikasi peralatan standar 
uji/kerja (peralatan di dalam Unit Pengawasan Berjalan 
Tera/Tera Ulang UTTP) secara berkala ke UPTD Metrologi 
Legal provinsi atau Balai Standardisasi Metrologi Legal di 
wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

2)   Pemanfaatan Pos Ukur Ulang harus memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendapat 

alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi 
Legal harus memberikan bimbingan kepada pengelola 
pasar yang memperoleh Pos Ukur Ulang untuk melakukan 
hal-hal sebagai berikut: 
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i.   memasang papan nama atau spanduk “Pos Ukur 
Ulang”; 

ii. mendesain atau mengatur tata letak meja dan sarana 
lainnya sesuai dengan kondisi ruangan agar kegiatan 
ukur ulang dapat berjalan baik; 

iii. menghimbau masyarakat atau konsumen/pembeli agar 
melakukan pengecekan atau pengukuran ulang barang 
belanjaannya; 

iv. menjaga keberadaan dan keamanan pos ukur ulang. 
2. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendapat 

alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi 
Legal harus melakukan monitoring keberadaan dan 
keakuratan peralatan di Pos Ukur Ulang secara berkala 
melalui kegiatan verifikasi ke UPTD Metrologi Legal 
provinsi atau Balai Standardisasi Metrologi Legal di 
wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

3. Kegiatan ukur ulang yang dilakukan di Pos Ukur Ulang 
tidak dipungut biaya (gratis) dari konsumen atau 
masyarakat yang memanfaatkannya untuk pengukuran, 
penakaran atau penimbangan ulang serta dilakukan 
berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku. 

3)  Klasifikasi Penggunaan Alokasi Dana 
a) Berdasarkan alokasi DAK yang diperoleh oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota penerima DAK Sub Bidang 
Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2012, 
pemanfaatan alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana 
Metrologi Legal untuk peralatan standar uji/kerja dapat 
disesuaikan berdasarkan 3 (tiga) kategori sebagai berikut : 
i. Kelompok A, pemanfaatan untuk kendaraan karoseri 

khusus dengan peralatan utama pengawasan dan 
tera/tera ulang UTTP. 

ii. Kelompok B, pemanfaatan untuk kendaraan karoseri 
khusus dengan peralatan utama pengawasan dan 
tera/tera ulang UTTP dan peralatan penyuluhan. 

iii. Kelompok C, pemanfaatan untuk kendaraan karoseri 
khusus dengan peralatan utama pengawasan dan 
tera/tera ulang UTTP, peralatan penyuluhan, dan 
peralatan standar uji/kerja tambahan yang 
mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan 
kemetrologian. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.99 29 

 Tabel 1.  Klasifikasi Pemanfaatan Alokasi DAK Sub Bidang  
Peningkatan Sarana Metrologi Legal 

Kelompok 
Rincian 

A B C 
Peralatan Utama    
1. Kendaraan karoseri khusus + 

perlengkapan pendukung (bagian a, b, 
dan c) 

      

2. Peralatan pengawasan dan tera/tera 
ulang UTTP (bagian d) 

   

a.   Alat uji dacin logam       

b.   Kaki tiga penggantung dacin logam       

c.   Alat uji timbangan meja       

d.   Alat uji timbangan halus       

e.   Alat uji timbangan sentisimal       

f.   Alat uji pompa ukur BBM       

g.   Alat uji meter kayu       

3. Perlengkapan pendukung pengawasan 
dan tera/tera ulang (bagian e) 

   

a.   Meja sidang tera/tera ulang       

b.   Tool set sidang tera/tera ulang       

c.   Tang segel       

d.   Landasan cap tanda tera       

Peralatan Pendukung Tambahan    
4. Peralatan Penyuluhan (bagian f)    

a.   LCD proyector −     

b.   Replacement lamp unit −     

c.   Compact Audio Visual Supporting   
     System 

−     

d.   Genset −     

e.   Automatic voltage regulator −     

f.   Emergency lamp −     

g.   Power roll cable −     

h.   Screen proyektor −     
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6. Peralatan tambahan pendukung 
pengawasan UTTP (bagian g) 

   

a.   Anak timbangan bidur 20 kg − −   

b.   Timbangan elektonik portable 
pendukung pengawasan UTTP 

− −   

7. Timbangan untuk pengawasan 
kuantitas BDKT (bagian g) 

− −   

b) Dalam hal alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana 
Metrologi Legal untuk Kelompok A tidak mencukupi, maka 
perlengkapan tambahan pada bagian c sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 1.5 yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini dapat 
ditiadakan. 

c) Dalam hal pengadaan Pos Ukur Ulang, Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota penerima DAK Sub Bidang 
Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2012 yang 
memiliki pasar tradisional yang mendapatkan Pasar Tertib 
Ukur atau memiliki pasar percontohan Kementerian 
Perdagangan diharuskan untuk mengadakan pos ukur 
ulang, sebagaimana daftar berikut: 
i. Kota Ternate 
ii. Kota Singkawang 
iii. Kota Gorontalo 
iv. Kabupaten Samosir 
v. Kota Bengkulu 
vi. Kabupaten Sikka 
vii. Kota Serang 
viii. Kota Pangkal Pinang 
ix. Kota Banjarmasin 

4)  Persyaratan Teknis 
a) Pengadaan Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang 

UTTP   
Unit Pengawasan Berjalan Tera dan Tera Ulang UTTP 
merupakan kendaraan roda empat dengan karoseri 
khusus yang berisi peralatan pengawasan kemetrologian, 
tera/tera ulang UTTP dan  peralatan penyuluhan yang 
berfungsi sebagai kendaraan operasional dalam 
menunjang kegiatan kemetrologian dengan spesifikasi 
umum sebagai berikut : 
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i. Dapat menampung seluruh peralatan pengawasan 
UTTP dan BDKT, peralatan tera/tera ulang dan 
peralatan penyuluhan kemetrologian; dan 

ii. Spesifikasi teknis kendaraan dan peralatan 
pengawasan dan tera/tera ulang tercantum dalam 
Lampiran 1.5 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini. 

iii. Gambar desain unit pengawasan berjalan tera dan tera 
ulang UTTP untuk DAK Sub Bidang Peningkatan 
Sarana Metrologi Legal tahun 2012 adalah 
sebagaimana pada Gambar 3 sebagai berikut. 
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Gambar 3. Desain Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP 

 
b) Pengadaan Pos Ukur Ulang 

Pos Ukur Ulang adalah tempat atau pos yang disediakan 
di pasar tradisional yang dilengkapi dengan peralatan 
ukur ulang dengan spesifikasi sebagai berikut :  
i. Pos Ukur Ulang didesain menarik dan dilengkapi 

dengan papan nama  
ii. Pos ukur ulang diharapkan dibangun di bagian depan 

pasar (pintu masuk) yang paling banyak dilalui 
konsumen atau tempat yang mudah dilihat oleh 
pembeli atau pengunjung pasar; 

iii. Spesifikasi teknis perlengkapan dan peralatan yang 
dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ukur 
ulang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.5 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Petunjuk Teknis ini. 

iv. Gambar desain Pos Ukur Ulang untuk DAK Sub 
Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 
2012 adalah sebagaimana dalam Gambar 4 berikut : 
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Gambar 4. Desain Pos Ukur Ulang 

c) Spesifikasi Teknis Khusus untuk Pengadaan Peralatan 
Kemetrologian 
Seluruh peralatan dan standar untuk Unit Pengawasan 
Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP dan Pos Ukur Ulang 
diupayakan memenuhi spesifikasi teknis khusus sebagai 
berikut: 
i. buatan dalam negeri atau merek lokal. 
ii. telah memiliki ijin tanda pabrik. 
iii. memiliki sertifikat kalibrasi dari Direktorat Metrologi, 

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan 
Konsumen, Kementerian Perdagangan. 

iv. dilengkapi dengan gambar teknis/foto dengan 
dibubuhi distempel. 

v. untuk karoseri kendaraan mobilitas, harus dirancang 
sehingga barang/perlengkapan/standar dapat 
ditampung dengan baik. 

vi. perusahaan karoseri harus memiliki ijin yang masih 
berlaku (karoseri tertunjuk oleh instansi yang 
berwenang). 

vii. perusahaan pemilik merek unit kendaraan harus 
terdaftar sebagai Agen Pemegang Merek. 

viii. perusahaan pemilik merek unit kendaraan harus 
memiliki service center di ibukota provinsi seluruh 
Indonesia. 

ix. untuk Air Conditioner pada kendaraan mobilitas, 
perusahaan Air Conditioner harus memiliki jaringan 
pelayanan purna jual.  
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d) Pembuatan/Pemasangan Sticker/Cat Nama Peralatan 
Mobilitas Sidang Tera/Tera Ulang dan Pengawasan 
Kemetrologian serta Papan Nama Pos Ukur Ulang 
Pembuatan/pemasangan sticker/cat nama Unit 
Pengawasan Berjalan Tera dan Tera Ulang serta papan 
nama Pos Ukur Ulang yang didanai melalui DAK Sub 
Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal, harus 
dibuatkan sticker/cat nama Unit Pengawasan Berjalan 
Tera/Tera Ulang UTTP dengan mencantumkan Logo 
Kementerian Perdagangan, nama kendaraan mobilitas, 
logo Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan, dan Logo 
Pemda setempat. 
Adapun layout sticker/cat nama kendaraan mobilitas 
adalah sebagai berikut: 
i. ukuran sticker/cat nama kendaraan mobilitas dan 

papan nama pos dibuat secara proporsional, 
disesuaikan dengan kendaraan dan bangunan pos; 

ii. ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik 
Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan 
pada sisi sebelah kiri sticker/cat nama kendaraan 
mobilitas atau papan nama pos; 

iii. ukuran logo Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan, 
dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas 
sticker/cat nama kendaraan mobilitas atau papan 
nama pos; 

iv. ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat 
secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah 
kanan sticker/cat nama kendaraan mobilitas atau 
papan nama pos; 

v. nama kendaraan mobilitas dibuat dan ditempatkan 
secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo 
Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah 
tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan 
kalimat “KERJASAMA KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN DENGAN……...(diisi dengan nama 
Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG 
SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2012”, dengan 
contoh sebagaimana tercantum dalam Gambar 5.  

vi. sticker/cat nama kendaraan operasional harus 
ditempatkan di tempat yang dapat dengan mudah 
dilihat oleh masyarakat. 
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vii. warna tulisan pada kendaraan mobilitas adalah 
kuning menyala. 

Sementara, tata desain papan nama Pos Ukur Ulang 
adalah sebagai berikut: 
i. setiap unit pos ukur ulang yang dibangun, harus 

dibuatkan papan nama pos dengan mencantumkan 
Logo Kementerian Perdagangan, nama pos dan Logo 
Pemda setempat. 

ii. papan nama pos tersebut berbentuk papan 
nama/plank yang diletakkan di depan ruangan Pos 
Ukur Ulang. 

 

   

 

UNIT PENGAWASAN BERJALAN TERA/TERA ULANG UTTP 

KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
DENGAN  

........ (Diisi Dengan Nama Pemda)  
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA 

PERDAGANGAN    TAHUN 2012 

Gambar 5. Tata Desain Stiker/Cat Nama Unit Pengawasan Berjalan  
Tera/Tera Ulang UTTP 

iii. nama pos dibuat dan ditempatkan secara simetris di 
tengah-tengah (diantara Logo Kementerian 
Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama 
pos ditambahkan kalimat “KERJASAMA 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN ……...(diisi 
dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI 
KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 
2012”, sebagaimana contoh dalam Gambar 6. 

iv. untuk Pos Ukur Ulang dilengkapi dengan tulisan 
“JIKA ANDA RAGU, TIMBANG KEMBALI 
BELANJAAN ANDA DI SINI. GRATIS!” 

 

LOGO 
PEMERINTAH 

DAERAH 
(PEMDA) 
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POS UKUR ULANG 

KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
DENGAN  

........ (Diisi Dengan Nama Pemda)  
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA 

PERDAGANGAN   TAHUN 2012 

Gambar 6.  Tata Desain Papan Nama Pos Ukur Ulang 

 
VI. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 

1. Pemantauan 
Pemantauan teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 
Anggaran 2012 merupakan kegiatan untuk memastikan 
pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan di Kabupaten/Kota 
dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang 
ditetapkan dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan 
Tahun 2012. 
Pemantauan juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi 
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan DAK Bidang Sarana 
Perdagangan dan solusi pemecahan masalah, sehingga dapat sedini 
mungkin dihindari kegagalan pelaksanaan. 
Ruang lingkup pemantauan pada aspek teknis meliputi: 
a. kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sarana 

Perdagangan dengan rencana penggunaan kegiatan yang ada 
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 

b. kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (DPA - SKPD) dengan petunjuk teknis; dan 

c. pelaksanaan di lapangan, serta realisasi waktu pelaksanaan, 
lokasi dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan. 

Pemantauan DAK Bidang Sarana Perdagangan dapat dilakukan 
dengan 3 (tiga) cara, yaitu: 

LOGO 
PEMERINTAH 

DAERAH 
(PEMDA) 
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a. Review atas laporan triwulan yang disampaikan oleh 
Gubernur/Bupati/ Walikota; 

b. Kunjungan lapangan; dan 
c. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil review laporan 

dan atau kunjungan lapangan. 
Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan merupakan evaluasi 
terhadap pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan untuk 
memastikan pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan 
bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota dengan mengacu 
pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen 
perencanaan pembangunan nasional serta sebagai masukan untuk 
penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK Bidang Sarana 
Perdagangan yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian dan 
pelaksanaan DAK ke depan.  
Ruang lingkup evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Sarana 
Perdagangan meliputi pencapaian sasaran kegiatan DAK 
berdasarkan input, proses, output dan apabila dimungkinkan 
sampai outcome dan dampaknya. 
Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan dapat dilakukan dengan 
3 (tiga) cara, yaitu: 
a. Review atas laporan akhir yang disampaikan oleh 

Gubernur/Bupati/ Walikota setiap akhir tahun pelaksanaan; 
b. Studi evaluasi; dan 
c. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan 

atau evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan. 
Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh organisasi pelaksana 
dan/atau tim koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan 
Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat 
Edaran Bersama (SEB) Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri 
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi 
Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

2. Pelaporan 
a. Laporan Triwulan 

Laporan ini merupakan laporan yang harus dipersiapkan oleh 
Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan 
selaku penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 
Anggaran 2012 sebagai penanggung jawab anggaran yang 
memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang 
Sarana Perdagangan dengan format sebagaimana tercantum 
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dalam Lampiran 1.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Petunjuk Teknis ini. 
Laporan Triwulan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota 
dengan tembusan disampaikan kepada: 
1)  Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan 

Dalam Negeri untuk Sub Bidang Pembangunan dan 
Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar); 

2)  Menteri Perdagangan cq. Kepala Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Sub Bidang 
Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya 
Dalam Kerangka SRG; 

3)  Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Standardisasi dan 
Perlindungan Konsumen untuk Sub Bidang Peningkatan 
Sarana Metrologi Legal; 

4)  Kepala SKPD Provinsi yang menangani Perdagangan. 
Laporan Triwulan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 14 
(empat belas) hari kalender setelah triwulan yang bersangkutan 
berakhir. 

b. Laporan Akhir  
Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun setelah 
tahun anggaran berakhir, yang disampaikan oleh SKPD 
Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan selaku penerima 
alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan kepada  
Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada: 
1)   Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan 

Dalam Negeri untuk Sub Bidang Pembangunan dan 
Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar); 

2)   Menteri Perdagangan cq. Kepala Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Sub Bidang 
Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya 
Dalam Kerangka SRG; 

3)   Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Standardisasi dan 
Perlindungan Konsumen untuk Sub Bidang Peningkatan 
Sarana Metrologi Legal; 

4)  Kepala SKPD Provinsi yang menangani Perdagangan. 
Sistematika Laporan Akhir Penggunaan DAK sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 1.7 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini. 

 
 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.99 39 

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN 
Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 
2012 ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan penggunaan DAK 
Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 yang diarahkan 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerangka 
meningkatkan kelancaran distribusi, percepatan pertumbuhan 
kegiatan ekonomi dan perdagangan, khususnya daerah-daerah 
tertinggal, meningkatkan perlindungan konsumen melalui 
peningkatan tertib ukur dan meningkatkan akses UKM terhadap 
alternatif pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang (SRG) yang 
kesemua hal tersebut diharapkan menjadi pendorong peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

 
MENTERI PERDAGANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
GITA IRAWAN WIRJAWAN 
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